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Abstract 

The Lapindo landslide tragedy that occurred in Sidoarjo, East Java on May 29 2006 had 

serious environmental and social impacts on the surrounding area. The aim of this research is to 

analyze the role of the state in disaster management and its impact on human rights regarding 

the environment (HAM). The state is expected to protect the rights of its citizens. However, an 

audit conducted by Komnas HAM found that the government failed to fulfill its responsibility to 

protect the victims and the affected environment. This research uses a qualitative approach by 

examining public documents and official reports related to disaster management. Analysis shows 

that the state is not only absent, but also contributes to the disaster process through ineffective 

actions and ignoring the principle of absolute responsibility for environmental damage. Therefore, 

this study highlights the need for policy reform and the need to strengthen government efforts to 

ensure the protection of environmental rights as part of human rights and the accountability of 

companies involved in natural resource development. This brief report focuses on the state's role 

regarding the impact of the Lapindo waste stream on human rights and the environment and calls 

for more effective measures to protect the rights of local communities. 

Keywords: Human rights; Environment; Lapindo Mud 

Abstrak 

Tragedi luapan lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 

2006 menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang serius terhadap wilayah sekitarnya. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran negara dalam penanggulangan bencana dan 

dampaknya terhadap hak asasi manusia mengenai lingkungan hidup (HAM). Negara diharapkan 

melindungi hak-hak warga negaranya. Namun, audit yang dilakukan Komnas HAM menemukan 

bahwa pemerintah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi para korban dan 

lingkungan yang terkena dampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

mengkaji dokumen publik dan laporan resmi terkait penanggulangan bencana. Analisis 

menunjukkan bahwa negara tidak hanya absen, namun turut berkontribusi dalam proses bencana 

melalui tindakan yang tidak efektif dan mengabaikan prinsip tanggung jawab mutlak atas 

kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, studi ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan dan 

perlunya memperkuat upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan hak lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia dan akuntabilitas perusahaan yang terlibat dalam 

pengembangan sumber daya alam. Laporan singkat ini berfokus pada peran negara mengenai 

dampak aliran sampah Lapindo terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta 

menyerukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal. 

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Lingkungan Hidup; Lumpur Lapindo  
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PENDAHULUAN 
 

kasus lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2006 

merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia, tidak hanya menimbulkan 

kerugian materiil namun juga mengancam hak asasi masyarakat yang terkena dampak. Banjir 

lumpur panas ini menghancurkan ribuan rumah dan desa, memaksa puluhan ribu warga 

mengungsi, dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Berdasarkan laporan Komnas 

HAM, pemerintah telah gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak korban 

dan lingkungan yang terkena dampak, terutama setelah dibubarkannya Badan Pengelola Lumpur 

Tinja (BPLS) Sidoarjo yang juga bertanggung jawab terhadap hal tersebut ternyata. Untuk 

menyelesaikan bencana ini. Data menunjukkan status bencana peristiwa ini belum ditetapkan 

secara resmi oleh pemerintah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para korban. 

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan peran Negara sebagai aktor kunci 

dalam manajemen bencana dan bagaimana tindakan yang diambil dapat berdampak pada 

pelanggaran hak asasi manusia. Wawasan yang diperoleh dari studi ini akan menyoroti tanggung 

jawab negara dalam manajemen bencana dan perlunya reformasi kebijakan untuk menjamin 

perlindungan hak-hak lingkungan. Rencana resolusi tersebut mencakup penguatan peraturan 

dan pengembangan rencana aksi nasional untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi 

manusia ke dalam manajemen bencana dan tanggung jawab perusahaan. 

Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan analisis mendalam mengenai peran negara 

dan implikasi hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup akibat tumpahan lumpur Lapindo. 

Tujuan artikel ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan rekomendasi 

kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. 

Artikel ini membahas tentang konsep dasar terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup 

serta peran negara dalam pencegahan bencana melalui penelitian teoritis. Kajian-kajian 

sebelumnya menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator, namun juga 

berperan sebagai aktor penyebab bencana melalui tindakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, 

dalam konteks penanganan kejadian aliran puing Lapindo, penting untuk memahami hubungan 

antara ketertiban umum, tanggung jawab negara, dan pelanggaran hak asasi manusia. 

Pendahuluan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah, wawasan pemecahan 

masalah, tujuan penelitian, dan gambaran umum karya teoritis mengenai topik ini. 

METODE 
 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi 

tentang peran negara terhadap masyarakat terdampak bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo dari 

berbagai sumber seperti majalah, buku, dokumen, internet, dan perpustakaan. Tujuannya adalah 

untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai fenomena tersebut dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis data deskriptif dan interpretatif. Menurut 

Anggito & Setiawan (2018:8), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggabungkan data 

dalam lingkungan alam dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data kualitatif 

dan menguraikannya secara deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ini menyajikan hasil data apa 

adanya, tanpa adanya manipulasi atau pengolahan lainnya. Tujuan penggunaan metode ini 

adalah untuk memperoleh pemahaman permasalahan secara komprehensif dan mendalam. 

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu proses yang berupaya memahami 

kompleksitas interaksi manusia (Emzir, 2012). 

Dengan mengidentifikasi dokumen-dokumen yang dianalisis, mengorganisasikan data 

terkait peran negara dalam penanggulangan bencana dan dampak terhadap hak asasi manusia, 
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dan memastikan validitas temuan penelitian dengan membandingkan informasi dari berbagai 

sumber dokumenter persediaan. Memahami bencana. Hubungan kekuasaan antara peran 

negara terhadap lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan hak asasi manusia dalam 

peristiwa lumpur Lapindo. 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

lumpur Lapindo yang terjadi di kawasan Porong, Kabupaten Sidoarjo pada 

tanggal 29 Mei 2006 merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia 

dengan dampak yang luas. Semburan lumpur panas ini disebabkan oleh aktivitas 

pengeboran gas yang dilakukan PT Lapindo Brantas. Peristiwa tersebut menyebabkan 

ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi di lokasi yang tidak 

semestinya. Lebih dari 25.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dampak 

sosial yang ditimbulkan sangat signifikan. Banyak warga yang menderita gangguan 

kesehatan seperti infeksi kulit dan penyakit pernafasan akibat paparan bahan kimia 

berbahaya di dalam lumpur. Selain itu, kesehatan mental masyarakat dipengaruhi oleh 

hilangnya tempat tinggal dan ketidakpastian mengenai masa depan. 

Dari segi ekonomi, dampak bencana ini sangat dahsyat. Ribuan hektar lahan 

pertanian terendam lumpur, menghancurkan penghidupan para petani dan nelayan. 

Banyak usaha kecil dan menengah yang terpaksa tutup atau mengalami penurunan 

pendapatan yang signifikan. Kerugian ekonomi ini tidak hanya berdampak pada individu 

tetapi juga perekonomian lokal secara keseluruhan. Kerusakan infrastruktur seperti jalan 

dan jembatan akan semakin memperburuk aksesibilitas di wilayah tersebut dan 

memperlambat proses pemulihan masyarakat yang terkena dampak. 

Dari sudut pandang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), peristiwa lumpur 

Lapindo menimbulkan pertanyaan serius mengenai penegakan hukum lingkungan 

hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap individu berhak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat. Namun banyak pihak yang menilai PT Lapindo Brantas belum diberikan 

sanksi yang layak atas kerugian yang dialaminya. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi 

masyarakat yang terkena dampak, khususnya yang berkaitan dengan hak atas 

kehidupan yang layak, hak atas informasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, 

hak atas perumahan, pangan, kesehatan dan pekerjaan. 

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan 

lingkungan dari Peristiwa Lumpur Lapindo serta dampaknya terhadap hak asasi 

manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa bencana ini tidak hanya merupakan 

permasalahan lingkungan hidup, namun juga merupakan pelanggaran HAM berat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data 

dari berbagai sumber seperti literatur hukum, pemberitaan media, dan penelitian 

terdahulu mengenai dampak lumpur Lapindo. 
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1. Dampak Sosial 

Dampak sosial dari kejadian lumpur Lapindo sangatlah kompleks dan serius. Ribuan 

orang tiba-tiba menjadi tunawisma dan harus mencari perlindungan di tempat 

penampungan darurat yang seringkali tidak memadai. Situasi pengungsi ini 

menyebabkan banyak masalah kesehatan fisik dan mental bagi para pengungsi. 

Paparan lumpur panas dan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan berbagai 

penyakit kulit dan pernafasan. Selain itu, stres psikologis yang terkait dengan kehilangan 

rumah atau kekhawatiran akan masa depan dapat menyebabkan masalah kesehatan 

mental seperti depresi dan kecemasan. 

Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sosial juga mencakup perubahan struktur 

sosial. Banyak keluarga harus berpisah karena harus mencari tempat tinggal sementara 

di tempat lain. Hal ini menghancurkan jejaring sosial yang dibangun warga. 

Ketidakpastian mengenai masa depan juga menyebabkan konflik antara penduduk, 

dunia usaha dan pemerintah mengenai kompensasi dan rekonstruksi. 

2. Dampak Ekonomi 

Dari segi ekonomi, kerugian akibat bencana ini mencapai miliaran rupiah. Ribuan hektar 

lahan pertanian terendam lumpur, menghilangkan sumber pendapatan utama banyak 

petani setempat. Penutupan usaha kecil dan menengah akibat kerusakan infrastruktur 

juga menyebabkan hilangnya lapangan kerja di wilayah tersebut. Dampaknya tidak 

hanya berdampak pada individu, namun juga berdampak pada perekonomian daerah 

secara keseluruhan. 

Banyak petani yang sebelumnya mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari kini terpaksa mencari pekerjaan lain atau mengandalkan bantuan 

sosial dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, dukungan ini saja 

seringkali tidak mencakup kebutuhan dasar. Selain itu, kerusakan infrastruktur seperti 

jalan dan jembatan semakin berdampak pada akses terhadap pasar dan layanan dasar 

lainnya. 

3. Implikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Dari segi hukum, peristiwa lumpur Lapindo menyoroti kelemahan dalam penuntutan 

pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar di 

Indonesia. Meskipun peraturan perlindungan lingkungan sudah ada, penerapannya 

seringkali lemah dan tidak konsisten. Banyak pihak menilai PT Lapindo Brantas tidak 

seharusnya menerima konsekuensi yang setimpal atas kerugian yang dialaminya. 

Dalam konteks ini, pelanggaran HAM terlihat sangat jelas. Masyarakat tidak hanya 

kehilangan tempat tinggalnya, namun mereka juga kehilangan hak untuk mendapatkan 

informasi mengenai risiko lingkungan yang mereka hadapi dan untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan mengenai proyek industri lokal. Hal ini menunjukkan 

perlunya reformasi sistem hukum agar dapat lebih efektif melindungi hak-hak 

masyarakat yang terkena dampak. 
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Peran negara dalam bencana lumpur Lapindo juga sangat penting mengingat dampak 

sosial, ekonomi dan lingkungan yang luas dari bencana ini. Sebagai lembaga yang 

bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, pemerintah mempunyai kewajiban 

untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak dan memastikan bahwa 

mereka menerima kompensasi yang adil dan tepat waktu. Beberapa peran negara dalam 

peristiwa lumpur Lapindo adalah sebagai berikut: 

1. Tanggung Jawab Hukum dan Kebijakan 

Pemerintah Indonesia menetapkan dalam berbagai peraturan dan pedoman bahwa PT 

Lapindo Brantas bertanggung jawab atas kerugian akibat bencana. Menurut Undang-

Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, setiap orang berhak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun kenyataannya, tindakan terhadap 

PT Lapindo Brantas tidak efektif. Banyak pemangku kepentingan yang percaya bahwa 

perusahaan tidak diberi sanksi yang memadai atas kerugian yang mereka alami, 

sehingga mengakibatkan ketidakadilan terhadap masyarakat yang terkena dampak 

(Intakhiya et al., 2021). 

Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses 

kompensasi berjalan lancar. Berdasarkan informasi Kompas (2014), pemerintah berjanji 

memberikan kompensasi sebesar Rp 300 miliar kepada warga di luar wilayah 

terdampak. Namun proses ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk 

ketidakmampuan PT Lapindo memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, pemerintah harus 

mencari cara untuk memastikan PT Lapindo memenuhi tanggung jawabnya tanpa 

membebani masyarakat setempat. 

2. Peran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) 

Badan penanggulanagan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dibentuk sebagai respons 

terhadap bencana ini dan bertugas mengelola pengelolaan air lumpur dan memberikan 

bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak. BPLS berperan penting dalam 

koordinasi antara pemerintah, pemerintah kota dan PT Lapindo Brantas. Namun, ada 

juga kritik terhadap kinerja BPLS karena dianggap kurang efektif dalam menangani 

masalah kompensasi dan rehabilitasi masyarakat (Antara News, 2008).Dalam Rapat 

Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 

(TP2LS), anggota DPR mengemukakan bahwa pemerintah perlu memperkuat perannya 

dalam mengelola dampak aliran sampah berdasarkan Undang-Undang 

Penanggulangan Bencana. Hal ini menunjukkan adanya harapan yang tinggi di 

kalangan masyarakat bahwa pemerintah akan mengatasi permasalahan ini dengan lebih 

proaktif dan responsif (Antara News, 2008). 

3. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi 

Melalui keputusannya yang mengatur prosedur ganti rugi, Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia juga berfungsi untuk memastikan keadilan bagi masyarakat yang 

terdampak. Menurut putusan MKRI No. 83/PUU-XI/2013 dan No. 63/PUU-XIII/2015, 

perusahaan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian masyarakat yang berada 



Jurnal Lentera Ilmu (JLI) 

Maret, 2025, Vol. 1, No. 1 hal. 10 – 18 

15 

 

dalam Peta Area Terdampak (PAT). Namun, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa masyarakat memperoleh penggantian kerugian sebagaimana 

mestinya (Intakhiya et al., 2021).Masyarakat memanfaatkan keputusan ini sebagai 

landasan hukum untuk menuntut hak mereka atas ganti rugi yang adil dan jelas. Namun 

demikian, masih ada beberapa tantangan di lapangan yang menghalangi pelaksanaan 

keputusan tersebut, terutama yang berkaitan dengan proses administrasi dan 

pengawasan. Peningkatan peran negara dalam menangani kasus Lumpur Lapindo 

sangat penting untuk menjamin keadilan bagi masyarakat yang terdampak dan 

mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi di kedepannya.Ini adalah beberapa saran yang 

dapat diterapkan 

1. Mengambil Alih Kewajiban Pembayaran Ganti Rugi 

Pemerintah harus mengambil alih kewajiban membayar ganti rugi kepada 

masyarakat yang terdampak. PT Lapindo Brantas hingga saat ini belum melakukannya. 

Dengan skema ini, pemerintah dapat segera memenuhi hak-hak korban tanpa harus 

menunggu proses hukum perusahaan. Selain itu, hal ini akan mengembalikan 

supremasi negara dalam melindungi warganya dan memastikan bahwa masyarakat 

tidak terbebani oleh keraguan tentang kompensasi yang belum terbayar (Kosasih et al., 

2020). 

2.  Reformasi Kebijakan dan Regulasi 

Kebijakan dan regulasi pemerintah yang ada harus dievaluasi, terutama yang 

berkaitan dengan penanganan bencana dan ganti rugi. Ini termasuk mendefinisikan 

tanggung jawab perusahaan dalam kasus-kasus seperti ini dan memastikan bahwa 

regulasi memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat dan tidak menguntungkan 

satu pihak saja. Selain itu, untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah 

keselamatan dan lingkungan, pemerintah harus memperkuat peraturan yang berkaitan 

dengan ekstraksi sumber daya alam (Koenti, 2016). 

3.  Infrastruktur dan Pemulihan Lingkungan  

Pemerintah harus memprioritaskan rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat 

semburan lumpur. Perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang terkena 

dampak termasuk dalam hal ini. Untuk mengembalikan kualitas tanah dan air di daerah 

yang terkena dampak bencana, upaya pemulihan lingkungan juga sangat penting. 

Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk menyelidiki dampak 

ekologis dari bencana ini dan membuat strategi pemulihan yang efektif (Wahyudin, 

2017).  

4. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Sistem Peringatan Dini 

Pemerintah harus membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk 

meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana yang mungkin terjadi di 

masa depan. Ini termasuk membuat rencana tanggap darurat yang jelas dan terorganisir 

dan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana bertindak dalam 
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situasi darurat (Kosasih et al., 2020). Masyarakat dapat lebih siap untuk menghadapi 

bencana serupa dengan memiliki rencana yang baik.  

5. Edukasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko lingkungan, serta 

metode untuk menguranginya, sangat penting untuk memberikan pendidikan publik. 

Penyuluhan, pelatihan, dan kampanye sosialisasi membantu masyarakat memahami 

bahaya Lumpur Lapindo dan langkah pencegahan (Koenti, 2016). Rasa memiliki dan 

rasa tanggung jawab terhadap lingkungan akan meningkat jika masyarakat dilibatkan 

dalam pemulihan melalui partisipasi aktif.  

6. Kolaborasi Antarlembaga dan Sektor Swasta 

Untuk mengatasi Lumpur Lapindo, berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan 

non-pemerintah harus bekerja sama. Kemitraan akan meningkatkan upaya pemulihan 

dan hasil yang dicapai (Haeril et al., 2022). Solusi yang dihasilkan akan lebih menyeluruh 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat jika berbagai pihak terlibat.  

7. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan 

Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari strategi pemulihan, 

pengawasan dan evaluasi terhadap implementasinya sangat penting. Pemerintah harus 

melakukan evaluasi berkala untuk mengetahui kemajuan yang dicapai dan, jika 

diperlukan, melakukan penyesuaian strategi (Koenti, 2016). Pemerintah dapat 

memastikan bahwa semua prosedur pemulihan berjalan dengan baik dan bermanfaat 

dengan pengawasan yang baik. Pada akhirnya, kasus Lumpur Lapindo menunjukkan 

betapa pentingnya menjaga hak asasi manusia dan hak lingkungan. Bencana ini 

melibatkan keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak selain masalah teknis. Agar 

para korban dapat diadili dan hak mereka dilindungi dengan benar, penerapan hukum 

yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan harus menjadi prioritas utama.  

Oleh karena itu, kasus Lumpur Lapindo dapat menjadi dasar untuk kebijakan 

lingkungan yang lebih baik dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia di masa 

depan. Untuk menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang lebih baik dan 

berkelanjutan bagi semua pihak terkait, pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan 

komunitas lokal harus bekerja sama.  

Singkatan dan Akronim 

Dalam konteks judul "Kasus Lumpur Lapindo dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia atas 

Lingkungan Hidup," terdapat beberapa singkatan dan akronim yang relevan. Singkatan yang 

digunakan adalah “KLL”, yang merujuk pada "Kasus Lumpur Lapindo." Singkatan ini telah 

dikenal luas dalam diskusi mengenai bencana lingkungan di Indonesia, sehingga tidak 

memerlukan penjelasan lebih lanjut. Selain itu, terdapat akronim “KHAM-LH’’, yang merupakan 

singkatan dari "Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup." Akronim ini 

diambil dari istilah yang lebih panjang dan perlu dijelaskan, di mana “KHAM” mengacu pada Hak 

Asasi Manusia dan “LH” mengacu pada Lingkungan Hidup. Penggunaan singkatan dan akronim 

ini bertujuan untuk mempermudah referensi dalam penulisan atau diskusi yang berkaitan dengan 



Jurnal Lentera Ilmu (JLI) 

Maret, 2025, Vol. 1, No. 1 hal. 10 – 18 

17 

 

topik tersebut, serta untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dalam konteks akademik dan 

penelitian. 

 

KESIMPULAN  

Penelitian ini menemukan bahwa, dalam kasus Lumpur Lapindo, peran negara sangat 

penting untuk menangani bencana lingkungan dan melindungi hak asasi manusia. 

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengambil tindakan 

melalui peraturan yang ada dan menciptakan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 

(BPLS), kebijakan seringkali tidak diterapkan dengan baik. Banyak masyarakat merasa 

mereka tidak menerima kompensasi yang adil dan tepat waktu, yang menyebabkan 

ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial.  

 

Penting untuk meningkatkan edukasi publik dan pemberdayaan masyarakat agar 

mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan mitigasi bencana. Sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan 

informasi yang jelas tentang risiko lingkungan dan proses pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, untuk menciptakan sinergi dalam 

penanganan bencana, kolaborasi antarlembaga pemerintah, sektor swasta, dan 

organisasi non-pemerintah harus diperkuat. Untuk masyarakat yang terdampak, 

pemulihan dan rehabilitasi akan lebih efektif jika banyak pihak bekerja sama. Selain itu, 

reformasi sistem penanganan bencana sangat penting untuk memastikan bahwa semua 

pemangku kepentingan terlibat dalam proses. Pengawasan dan evaluasi terus menerus 

terhadap pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk mengetahui kemajuan yang 

dicapai, dan untuk mengubah strategi jika diperlukan. Oleh karena itu, kasus Lumpur 

Lapindo dapat menjadi dasar untuk perubahan kebijakan lingkungan di masa depan 

dan hak asasi manusia di Indonesia. Diharapkan bahwa upaya kolektif ini akan 

membantu menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang lebih baik dan 

berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dan mencegah insiden serupa terjadi di masa 

depan. 
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